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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN  2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN                                   
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengedepankan prinsip-prinsip 
penyelenggaraan hibah serta dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan 
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: 
KEP/17/M/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Hibah Barang di lingkungan 
Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 
sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah sehingga dipandang perlu untuk diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
BMN; 

8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 469); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 
tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 861); 
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11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, 
Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang 
dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas 
Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL 
INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:     

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang 
disetujui oleh DPR. 

2. Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap 
penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai 
kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu 
dibayar kembali. 

3. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui 
mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung 
tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan 
dan ditatausahakan. 

4. Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan Kemhan dan TNI yang 
direncanakan melalui proses pengusulan ke Bappenas. 

5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah 
dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan 
peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari 
pemberi hibah kepada penerima hibah. 
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6. Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada penerima hibah 
yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 

7. Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang diperoleh 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dari 
pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri 

8. Pendapatan Hibah adalah hibah yang di terima oleh Kemhan dan TNI 
dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang 
diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang 
berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang atas pendapatan 
Hibah tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara langsung 
yang digunakan untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI. 

9. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung 
oleh Kemhan dan/atau  TNI yang pencairan dananya dilaksanakan 
tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga 
pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum 
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

10. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL 
adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah 
untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja 
yang bersumber dari hibah langsung. 

11. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya 
disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja 
yang bersumber dari hibah langsung. 

12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang 
selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN 
untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi 
hibah. 

13. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah 
Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan 
pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung 
kepada pemberi hibah. 

14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya 
disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh 
atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber 
dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan 
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dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya 
dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk penbatalan surat 
berharga dari hibah. 

15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat 
Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau 
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan 
pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan 
belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja 
modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari 
hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga 
dari hibah. 

16. Dana Pendamping adalah biaya yang diperlukan untuk proses hibah. 
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 

disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa 
Bendahara Umum Nasional (BUN) Daerah yang bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kemkeu. 

18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan dan pembangunan nasional. 

20. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 

21. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira 
tinggi militer yang memimpin TNI. 

22. Menteri Luar Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 

23. Naskah Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai 
hibah antara Kemhan/TNI dengan pemberi/penerima hibah yang 
dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut 
dengan SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung 
jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah 
langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja 
yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk 
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